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ABSTRACT
The objectives to be achieved in this research are to: know and analyze the Standard Operating Procedure (SOP) which is
an obligation for regional governments. In ten districts / cities in the province of East Kalimantan, there are eight districts
/ cities that have obtained Unqualified Opinions (WTP). The method used in this research is descriptive quantitative
approach. The results achieved from this study is Unqualified Opinions, the Standard Operating Procedures have been
applied by all local Government Organizations in East Kalimantan Province. Conclusions East Kalimantan Province has
ten cities/districts, and only three districts that have not yet have unqualified opinion.
Keywords: standard operational procedures, becoming a media, achieving fair opinions
1. PENDAHULUAN
Pendapat wajar tanpa pengecualian merupakan pendapat yang terbaik atas laporan keuangan suatu
entitas (Yee, Sujan, James, & Leung, 2017). Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2012, tentang
penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan pemberikan pengertian
(Nenagara, 2012) serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan
aktivitas organisasi. Selanjutnya (Dewi, 2012) menyatakan Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan
suatu acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan. SOP berfungsi sebagai alat penilaian kinerja instansi
pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural yang sesuai dengan tata kerja,
prosedur kerja dan sistem kerja pada unit pemerintahan. Bedasarkan teori dan fenomena yang tampak dan
berpedoman kepada aturan yang berlaku (S. K. N. Astuti, 2017). Standar Operasiona Prosedur (SOP)
merupakan serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan dan terkait dengan proses penyelenggaraan aktivitas
organisasi pemerintah daerah (Faozan & Wahyuadianto, 2009). Selanjutnya (S. K. N. Astuti, 2017) menyata-
kan Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan suatu acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan. SOP
berfungsi sebagai alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, adminis-
tratif dan prosedural yang sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit pemerintahan.
Bedasarkan teori dan kajian empiris di atas, maka pemerintah telah melakukan tugasnya dengan baik, yaitu
telah menyiapkan perangkat kebijakan yaitu penyediaan SOP bagi semua OPD yang ada di provinsi
Kalimantan Timur.
Laporan Entitas yang disampaikan manajemen terhadap laporan keuangan suatu periode akuntansi
disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah. Kemudian pemeriksaan yang dilakukan/Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK)menggunakan norma pemeriksaan sebagai Standar Profesional Pemeriksaan Akuntan
Indonesia. Unqualified Opinion (UQO) adalah sebuah opini yang dikeluarkan auditor terhadap laporan
keuangan. Sesuai dengan tuntutan dari masyarakat dan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003,
tentang Keuangan Negara. Pemerintah diharuskan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
(good public governance), khususnya dalam hal pengelolaan keuangan negara. Pemerintah terus berupaya
untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (Dewi, 2012). Pengelolaan
keuangan berdasarkan perundang-undangan, sistem kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya
manusia (Soeradi, Tinangon, & Afandi, 2018a). Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang
berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang
bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dan efisien dari pekerjaan dengan biaya yang
paling rendah.
2. METODE PENELITIAN
Metode merupakan cara atau teknik yang dilakukan peneliti untuk menemukan suatu kebenaran ilmih
(Hasiara, 2018). Alat utama dan pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti (A. Chaedar,
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2011). Teknik pengumulan data dalam penelitian ini menggunakan (a) obeservasi, (b) wawancara, (c)
dokumentasi, dan (d) triangulasi (Hasiara, 2012). Observasi dan wawancara dilakukan terkait dengan
pelaksanaan Standar Prosedur Operasional (SPO). SOP disusun dengan tujuan untuk memudahkan dan mera-
pihkan serta menertibkan pekerjaan (Subadi, 2008). Sistem ini berisi urutan-urutan proses pelaksanaan suatu
pekerjaan dari awal sampai akhir periode pelaporan. Kebenaran ilmiah diperoleh hanya, jika sang peneliti
menggunakan alat yang sama sehingga kebenaran ilmiah yang dicapai dengan berbagai cara atau metoda
untuk memperoleh kebenaran ilmu pengetahuan melalui penelitian.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil merupakan capaian yang diperoleh dari kegiatan penelitain, dengan menggunakan berbabagai
metode untuk menemukan kebenaran ilmu pengetahuan. Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan
suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian
kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai tata
kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Berdasarkan hasil wawancara
dengan OPD Balikpapan, OPD Samarinda, OPD Kutai Kartanegara, OPD Paser Tanah Grogot, OPD Sangatta,
dan OPD terkait lainnya serta OPD provinsi menjelaskan bahwa:
“tujuan pembuatan SOP adalah untuk menjelaskan perincian atau standar yang tetap mengenai
aktivitas pekerjaan yang berulang-ulang, yang diselenggarakan dalam suatu organisasi. SOP
yang baik adalah SOP yang mampu menjadikan arus kerja yang lebih baik, menjadi panduan
untuk karyawan baru, penghematan biaya, memudahkan pengawasan, serta mengakibatkan
koordinasi yang baik antara bagian-bagian yang berlainan dalam entitas pemerintah daerah
(wawancara dilakukan 13 Mei, 2019)”.
Pernyataan informan di atas menjelaskan bahwa tujuan pembuatan SOP adalah untuk menjelaskan
perincian atau standar yang tetap mengenai aktivitas pekerjaan yang berulang-ulang (Mulyani & Suryawati,
2011) yang diselenggarakan dalam organisasi pemerintah daerah. Hal ini bertujuan, untuk melindungi
sekaligus memudahkan pengawasan (Majampoh, Saerang, & Afandi, 2018a). Selain itu, menjadi bahan
koordinasi yang baik antara bagian-bagian yang ada dalam entitas pemerintah (Faozan & Wahyuadianto,
2009). Selain tujuan Standar Operasional Prosedur (SOP), sebagaiman dijelaskan di atas, SOP juga memiliki
banyak manfaat. Informan kunci juga meyatakan bahwa SOP memiliki manfaat sebagai berikut:
“fungsi SOP adalah untuk menjelaskan perincian atau standar yang tetap mengenai aktivitas
pekerjaan yang berulang-ulang yang diselenggarakan dalam suatu organisasi. SOP yang baik
adalah SOP yang mampu menjadikan arus kerja yang lebih baik, menjadi panduan untuk
pegawai pemula, penghematan biaya, memudahkan pengawasan, serta mengakibatkan
koordinasi yang baik antara bagian-bagian yang berlainan dalam suatu organisasi pemerintah
daerah (wawancara dilakukan 13 Mei, 2019)”.
Berdasarkan ungkapan informan kunci di atas menjelaskan bahwa SOP berfungsi sebagai alat
komunikasi yang dapat menjelaskan hal-hal yang terkait dengan aktivitas pekerjaan sehari-hari yang ada
dalam entitas pemerintah daerah. Hal ini disampaikan oleh (S. Astuti, 2018) yang menyatakan bahwa SOP
sebagai alur kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dari periode yang satu keperiode berikutnya. Hal
yang sama, juga disampaikan (S. K. N. Astuti, 2017) yang menyatakan bahwa SOP berfungsi sebagai alat
komunikasi yang dapat menjelaskan hal-hal yang terkait dengan aktivitas pekerjaan dalam entitas
dipemerintah daerah. Selain SOP memiliki fungsi sebagimana dijelaskan di atas, SOP juga memiliki manfaat
bagi organisasi pemerintah daerah. Manfaat tersebut disampaikan informan kunci di bawah ini.
“SOP, sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan
khusus, mengurangi kesalahan, SOP membantu staf menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung
pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam
pelaksanaan tugas sehari-hari, SOP meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan
tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas, SOP menciptakan ukuran standar kinerja
yang akan memberikan pengawasan bagi pegawai, dengan cara yang konkret untuk
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memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi hasil kerja yang telah dilakukan
(wawancara dilakukan 13 Mei, 2019)”.
Ungkapan informan di atas menjelaskan bahwa SOP, sebagai standarisasi yang harus dilakukan
pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-hari (Mulyani & Suryawati, 2011). Hal ini untuk mengurangi
kesalahan (Majampoh et al., 2018a), SOP membantu staf menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada
intervensi manajemen (Faozan & Wahyuadianto, 2009), sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan
dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Sementara informan yang lain juga menjelaskan, tentang manfaat SOP
dalam organisasi pemerintah daerah, yang dikemukakan informan kunci di bawah ini.
“SOP dapat menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik, yang
dapat menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan
pemberian pelayanan sehari-hari, selain itu SOP juga menghindari tumpang tindih pelaksanaan
tugas pemberian pelayanan, dan SOP juga membantu penelusuran terhadap kesalahan-
kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan. Menjamin proses pelayanan pada
masyarakat agar tetap berjalan dalam berbagai situasi (wawancara dilakukan 13 Mei, 2019)”.
Penjelasan informan di atas menunjukkan bahwa kinerja organisasi, jika bekerja dengan sistem tata
dikelola yang dilakukan efisien dan efektif. Hal ini dapat menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit
pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari. (Majampoh, Saerang, & Afandi, 2018b),
menyatakan bahwa SOP, juga menghindari adanya tumpang tindih suatu pelaksanaan tugas dalam pemberian
pelayanan kepada publik. Sehingga (Oemar, 2013) menyatakan pendapat Unqualified Opinion (UQO meru-
pakan pendapat yang terbaik diantara semua pendapat. Selanjutnya (Istqobudi, 2015) menyatakan laporan
kuangan entitas dikatakan baik, entitas tersebut telah menerapkan Standar Operasional Prosedur yang baik
(Diani, 2014). Hal ini, dapat disimpulkan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) (Majampoh et al.,
2018a) menyatakan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan salah satu bagian yang paling
penting dalam mencapai tujuan organisasi. Dan ini, bukan saja dipemerintah daerah, tetapi semua organisasi,
baik organisasi swasta, militer, bahkan pemerintahan saat ini telah menggunakan SOP. Dengan disusunnya
Standar Operasional Prosedur (SOP) menunjukkan bahwa kualitas organisasi dapat dipastikan menjadi lebih
baik, karena seluruh kegiatan kecil, maupun besar melalui mekanisme SOP, sehingga kemungkinan terjadi
kesalahan ataupun kekeliruan dalam menjalankan proses organisasi menjadi sangat kecil.
Organisasi pemerintah daerah sangat membutuhkan SOP, karena dengan adanya SOP, menunjukkan
adanya pengawasan bagi OPD yang ada di provinsi Kalimantan Timur. Pemilikan standarisasi organisasi
bertujuan untuk meminimalisir adanya kesalahan yang akan terjadi, selain itu SOP dapat meningkatkan
efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab aparatur dalam pengelolaan akuntansi
keuangan pemerintah daerah. Selain itu, juga SOP berfunsi untuk mengurangi adanya intervensi manajemen
yang berakibat merusak tatanan sebuah organisasi pemerintah daerah. Bedasarkan penjelasan tersebut di atas,
informan yang berkifrah dalam bidangnya beberapa tahun dan beliau enggan menyebutkan namanya
menjelaskan banyak hal tentang manfaat SOP adalah sebagai berikut:
“digunakan sebagai acuan/standar bagi aparatur pemerintah daerah dalam menyelesaikan
pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawab, sebagai pegawai negeri sipil, selain itu juga
meningkatkan kepercayaan publik atas pelaksanaan tugas sehari-hari, dalam upaya
penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dari hari kehari (wawancara dilakukan pada tanggal
3 Juni, 2019)”.
Pernyataan informan kunci di atas menunjukkan bahwa dengan kunci utama penyelesaian kerja harus
merujukan adanya SOP bagi pemerintah daerah, maka dengan adannya SOP bagi pemerintah daerah
menjadi bagian dari standarisasi bagi aparatur dalam menjalankan tugas sehari-hari (Faozan &
Wahyuadianto, 2009). Hal yang sama juga dikemukakan (Dewi, 2012) yang menyatakan bahwa dengan
adanya SOP bagi pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan; selain itu juga mengurangi adanya
intervensi manajemen untuk tidak melawati kewenangannya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari; sehingga
dapat membri cara yang lebih konkrit bagi aparatur pemerintah untuk memperbaiki kinerjanya dengan hati
yang tulus dan iklas. Selain pernyataan yang disampaikan informan kunci di atas, ada informan yang
menjelaskan tentang manfaat SOP bagi pemerintah daerah, yaitu sebagai berikut:
“menciptakan ukuran standar kinerja yang dapat mengarahkan aparatur ke arah yang lebih
konkrit, untuk memperbaiki kinerja dalam membantu mengevaluasi usaha yang telah
dilakukan, dan mmastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan yangt
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berlangsung dalam berbagai situasi, juga menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat,
baik dari sisi mutu, waktu, dan prosedur, yang mmberi informasi mengenai kualifikasi
kompetensi yang harus dikuasai oleh aparatur dalam melaksanakan tugasnya, dan memberikan
informasi bagi upaya peningkatan kompetensi aparatur (wawancara dilakukan pada tanggal 5
Juni, 2019)”.
Berdasarkan keterangan dari informan kunci di atas, dapat dijelaskan bahwa SOP memiliki peranan
yang sangat penting bagi pemerintah daerah, dengan adanya SOP, daerah dapat menciptakan ukuran standar
kinerja yang dapat memberikan aparatur tentang cara yang lebih konkrit, untuk memperbaiki kinerja serta
membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan (Demak, Manossoh, & Afandi, 2018). Hal yang sama,
juga dijelaskan dengan adanya SOP, maka (Armando, 2013) dapat memastikan pelaksanaan tugas
penyelenggaraan pemerintahan dan dapat berlangsung dalam berbagai situasi. (Soeradi, Tinangon, &
Afandi, 2018b) juga menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu, dan
prosedur, yang mmberi informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh aparatur dalam
melaksanakan tugasnya. Selain itu disampikan (Mulyani & Suryawati, 2011) bahwa dengan adanya SOP,
dapat memberikan informasi bagi upaya untuk peningkatan kompetensi aparatur bagi Organisasi
Pemerintah Daerah (OPD). Sehingga dengan adanya SOP dapat meminimalisir kesalahan bagi aparatur
dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Pemerintah dalam beberapa waktu terakhir terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan
publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah (Majampoh et al., 2018a). Sebagaimana amanat yang
tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Faozan & Wahyuadianto,
2009). Negara memiliki kewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan
kebutuhan dasar dalam kerangka pelayanan publik (Bianchi & Peters, 2018). Untuk itu berbagai terobosan
dan perbaikan dalam perbaikan organisasi OPD. Reformasi birokrasi menjadi salah satu
langkah pemerintah untuk mewujudkan good governance dan melakukan pembaharuan serta perubahan
mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan
(organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur (Caperchione, Brusca, Cohen, & Rossi,
2016). Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelangggaraan pemerintah dimana
uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam
perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara (Yusniyar, 2016). Dalam penerapan reformasi birokrasi pada
pemerintah yang baik pada semua Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).
4. SIMPULAN
Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa Standar
Operasional Prosedur OPD sebagai media untuk mencapai Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Pernyataan tersebut diperoleh dari hasil wawncara dengan semua OPD yang ada di provinsi Kalimantan
Timur. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa disepuluh kabupaten/kota yang ada di provinsi hanya dua
kabupaten yang belum mencapai WTP.Sehingga dengan dicapainya pendapat Wajar Tanpa Pengecualian,
maka Organisasi Pemerintah Daerah dapat menjadi baik, karena Opinisi tersebut dapat memberikan
informasi yang dapat dipercaya, sepert dalam penyusunan standar pelayanan, sehingga sekaligus dapat
memberikan informasi bagi kinerja pelayanan publik. Selain itu dapat memberi informasi tentang beban
tugas yang diemban oleh aparatur pemerintah daerah, serta dapat digunakan sebagai instrumen pemerintah
agar dapat melindungi tugas dan tanggungjawab aparatur pemerintah daerah di masing-masing Organisasi
Pemerintah Daerah (OPD).
5. UCAPAN TERIMA KASIH
Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada jajaran pimpinan Politeknik Negeri Samarinda, walaupun
dana terbatas dalam hal Anggaran, namun tetap menyisihkan sebagian Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) untuk kegiatan penelitian. Selain biaya penelitian juga dialokasikan juga untuk kegiatan seminar,
yang dikelompokkan kedalam beberapa kelompok biaya, anatara lain adalah: (a) biaya pendaftaran seminra,
(b) biaya buplikasi, (c) biaya transportasi pergi-pulang, (d) biaya penginapan di hotel, (e) biaya transportasi
darat pergi-pulang. Kondisi ini dilakukan manajemen bukan Cuma penelitian, tetapi juga dilakukan hal yang
sama dengan pengabdian kepada masyarakkat, yang juga disediakan untuk seminar hasil penelitian yang akan
dilakukan baik dalam wilayah Samarinda, maupun di luar wilayah Samarinda.
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